BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 8&/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir,
sehubungan dengan adanya perubahan kata, perlu
diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir
Nomor 41 Tahun 2016;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Indralaya FM
menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten
Ogan Ilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurup a dan b perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




10.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Menetapkan

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

+ Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor
41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 8, dan angka 9 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat
Diskominfo adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL
adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Seluruh kata “SKPD” diubah dengan kata “OPD”.




Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal B[ zsembe 2018

BUPATI OGAN ILIR
dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Negewtber 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

%7/

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR (/

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH., M. Si.
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007




